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ABSTRAKUrgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desadan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan olehpemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapatmenunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatanasli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa
Kata kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan Organisasi, Pelayanan Publik, Kalimantan Barat

ABSTRACT
Urgency source of revenue to finance the administration of the village and the village became
the problem is how the efforts made by the village government in exploring and increasing
source of revenue villages in order to support the implementation of rural development and how
to explore the contribution of revenue to support the administration of the village of village,

Keywords: Village Government, Organizational Development, Public Service, West Kalimantan

PENDAHULUANKekuatan rantai besi berada pada matarantai yang terlemah. Jika mengibaratkansistem pemerintahan nasional sebagairangkaian mata rantai sistem pemerintahanmulai dari Pusat, Daerah, dan Desa, makaDesa merupakan mata rantai yang terlemah.Hampir segala aspek menunjukkan betapalemahnya kedudukan dan keberadaan desadalam konstelasi pemerintahan. PadahalDesa-lah yang menjadi pertautan terakhirdengan masyarakat yang akan membawa ketujuan akhir yang telah digariskan sebagaicita-cita bersama (Wasistiono, 2006:1). Sejakmasa sebelum kemerdekaan hingga pascakemerdekaan, desa selalu ditempatkandalam posisi marginal baik oleh pemerintahmaupun oleh kelompok elit perkotaan.Marginalisasi tersebut disebabkan berbagaiketerbatasan yang disandang masyarakatDesa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan perkapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yangdimilikinya.Keterbatasan yang disandang Desatersebut tampaknya cenderungdipertahankan (status quo), dengan asumsiuntuk memperoleh keuntungan dari kondisi

semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisitawar yang lemah bagi Desa terhadapkekuasaan supradesa. Lebih jauh lagi secaraadministratif pemerintahan, desa lebihdiposisikan sebagi obyek kekuasaan. Darisegi politis selama ini desa dijadikan tempatpengumpulan suara pada waktu pemilu,setelah itu dilupakan. Sedangkan secaraekonomis, desa dipandang sebagai sumberbahan baku dan tenaga kerja yang murah.Penyeragaman dalam pengaturanPemerintahan desa pada masa lalu telahmenjadikan rendahnya partisipasimasyarakat desa dalam melaksanakanpembangunan desa dalam era otonomi saatini. Kreativitas dan partisipasi tersebutsangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaanotonomi desa dalam rangka efektivitaspenyelenggaraan pemerintahan, pelayananumum, pelaksanaan pembangunan danpemberdayaan masyarakat.Secara faktual,pada perkembangannyabentuk sebagian besar Desa di Indonesiapada hakekatnya sampai sekarang masihtetap merupakan kesatuan masyarakathukum asli, dengan berlandaskan padaaturan Hukum Adat. Oleh karenanyapemerintahan desa yang lahir dari sistem
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hukum yang berlaku bersifat demokratissesuai dengan filosofi terbentuknya desa dandiharapkan pemerintah desa dapatmenjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu:1) sebagai struktur perantara, 2) sebagaipelayan masyarakat, dan 3) sebagai agenpembaharuan (Wasistiono, 1996:27).Desa memiliki otonomi tradisional,artinya Desa memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakatnya berdasarkan hak asal usuldan adat istiadat setempat. Hakekatnyaotonomi desa berbeda dengan otonomidaerah. Otonomi desa merupakan otonomiyang telah ada sejak desa itu terbentukberdasarkan adat istiadat dan tidakmerupakan penyerahan dari pemerintah.Dengan demikian otonomi desa dikatakansebagai otonomi murni.Urusan rumah tangga desa diperolehtidak berdasarkan asas desentralisasimelainkan berdasarkan tradisi atau adatyang berlaku. Ndraha (1991:67-68)membuat kesimpulan mengenaikarakteristik urusan-urusan rumah tanggadesa sebagai berikut :1. Secara tradisional berdasarkan adatsetempat menjadi urusan rumah tanggadesa,2. Dalam menyelenggarakannya (mengaturdan mengurus) desa mempunyaikedudukan dan peranan desisif danresponsibel,3. Bukan merupakan urusan pemerintahanyang lebih tinggi,4. Tidak bertentangan dengan ketentuanresmi yang berlaku dan lebih tinggi,5. Berada dalam batas-batas kemampuandesa,6. Perlu dilakukan guna menunjang,melanjutkan atau dalam rangkapenggunaan pembangunan yangdilakukan oleh pemerintah yang lebihatas7. Bersifat mendesak, darurat, dansebagainya, kendatipun secara hukumatau administratif urusan itu adalahurusan instansi yang lebih atas gunakeselamatan, keamanan, dan ketertibanmasyarakatdesa yang bersangkutan.Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah padaPasal 206 menetapkan bahwa urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan

Desa adalah :a. Urusan pemerintahan yang sudah adaberdasarkan hak asal usul Desa;b. Urusan pemerintahan yang menjadikewenangan kabupaten/kota yangdiserahkan pengaturannya ke Desa;c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi, dan atauPemerintah Kabupaten/Kota disertaipembiayaan, sarana dan prasarana sertasumberdaya manusianya;d. Urusan pemerintahan yang olehperaturan perundang-undangandiserahkan ke Desa.Pembangunan Desa merupakan bagianintegral dari pembangunan daerah danpembagunan nasional. Dalam eradesentralisasi saat ini Pemerintah Daerahdiberikan kewenangan yang lebih luas dalammelaksanakan tugas pemerintahan danpembangunan yang bersifat multi sektoral.Dengan demikian Pemerintah Daerahdituntut mampu merumuskan programpembangunan secara komprehensif mulaidari pembangunan tingkat perdesaan hinggatingkat Kabupaten/Kota. Strategi jangkapanjang adalah menetapkan secara tegaskedudukan organisasional pemerintah desa.Secara politik hal ini sudah mulai nampakdalam Tap MPR RI No.IV/MPR/2000khususnya rekomendasi No. 7 maupun pasal18 (a,b,c) UUD 1945 Amandemen II :“Sejalan dengan semangatdesentralisasi, demokrasi, dankesetaraan hubungan pusat dan daerahdiperlukan upaya perintisan awal untukmelakukan revisi yang bersifatmendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah danUU Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah. Revisidimaksud dilakukan sebagai upayapenyesuaian terhadap Pasal 18 UUD1945, termasuk pemberian otonomibertingkat terhadap Propinsi,Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.”Mengingat masalah yang dihadapi olehpemerintah Desa bersifat struktural, makacara mengatasinya harus didasarkan padaperencanaan yang strategis danbersinambungan, tidak bersifat tambal
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sulam dan parsial. Di lain pihak,pertimbangan kesejarahan dan adaptasiserta antisipasi terhadap berbagai tuntutanperkembangan termasuk dalampenyelenggaraan pemerintahan, menjadidasar pengembangan Desa ke depan.Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minimdalam mendukung penyelenggaraanpemerintahan serta kewenangannya, Desapada umumnya belum mampumelaksanakan kewenangan yang dimilikinyauntuk kepentingan masyarakat secaraoptimal. Perimbangan Dana Kabupaten/Kotakepada Pemerintah Desa merupakankelanjutan proses desentralisasi fiskal daripemerintah pusat kepada pemerintahkabupaten/kota, dengan maksudmendukung penyelenggaraan pemerintahandesa melalui penyediaan sumber-sumberpendapatan.Penyelenggaraan pemerintahan desaadalah penyelenggaraan urusanpemerintahan desa dalam rangkapemenuhan kebutuhan pelayanan di tingkatdesa berdasarkan kewenangan yang dimiikioleh Desa. Maka urgensi sumber pendapatanasli desa dalam membiayai penyelenggaraanpemerintahan desa dan yang menjadipermasalahannya adalah bagaimana upayayang dilakukan oleh pemerintah desa dalammenggali dan meningkatkan sumberpendapatan asli desa agar dapat menunjangpelaksanaan pembangunan desa danbagaimana menggali kontribusi pendapatanasli desa dalam menunjang penyelenggaraanpemerintahan desa.
PERUMUSAN MASALAHPeraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa mengatur tentangsumber pendapatan desa, diantaranyabersumber dari bagian dari pendapatan aslidesa. Dalam konteks penggalian potensi danpeningkatan pendapatan asli desa,permasalahan sementara yang dapatdirumuskan adalah adalah :1. Potensi apa sajakah yang dapatdikembangkan untuk menjadi sumberpendapatan asli desa (potensi sektor-sektor ekonomi desa, kekayaan desa,swadaya, partisipasi, gotong royong danpelayanan kepada masyarakat untukmenciptakan pendapatan asli desa)?

2. Bagaimanakah pola–pola kegiatan usahadesa, pengelolaan kekayaan desa,swadaya, partisipasi, gotong royong danpelayanan kepada masyarakat yangdapat menimbulkan penerimaan bagipendapatan desa?Sejalan dengan hal tersebut,permasalahan dibatasi dengan fokus kajianpada kajian penggalian potensi dan upayapeningkatan sumber pendapatan asli desauntuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan desa.
KERANGKA PEMIKIRANMenurut Undang-undang Nomor 32Tahun 2004, Desa atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asal-usuldan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.Tercapainya tujuan penyelenggaraanpemerintahan desa, sangat ditentukan olehtingkat kemampuan desa dalammemanfaatkan kewenangan desa untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.Dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadikewenangannya, Desa membutuhkanpembiayaan yang berasal dari berbagaisumber. Menurut ketentuan Pasal 68 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa dan penjelasannyamenyebutkan bahwa :(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :a. pendapatan asli desa, terdiri darihasil usaha desa, hasil kekayaan desa,hasil swadaya dan partisipasi, hasilgotong royong, dan lain-lainpendapatan asli desa yang sah;b. bagi hasil pajak daerahKabupaten/Kota paling sedikit 10%(sepuluh per seratus) untuk desa dandari retribusi Kabupaten/Kotasebagian diperuntukkan bagi desa;

Penjelasan :
Dari bagi hasil pajak daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) diberikan
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langsung kepada Desa. Dari retribusi
Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa yang
dialokasikan secara proporsional.c. bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yangditerima oleh Kabupaten/Kota untukDesa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuksetiap Desa secara proporsional yangmerupakan alokasi dana desa;
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah” adalah terdiri dari dana
bagi hasil pajak dan sumberdaya
alam ditambah dana alokasi umum
setelah dikurang belanja pegawai.
Dana dari Kabupaten/Kota diberikan
langsung kepada Desa untuk dikelola
oleh Pemerintah Desa, dengan
ketentuan 30% (tigapuluh per
seratus) digunakan untuk biaya
operasional pemerintah desa dan BPD
dan 70% (tujuh puluh per seratus)
digunakan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat.d. bantuan keuangan dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota dalam rangkapelaksanaan urusan pemerintahan;
Penjelasan :
Bantuan dari Pemerintah diutamakan
untuk tunjangan penghasilan Kepala
Desa dan Perangkat Desa. Bantuan
dari Propinsi dan kabupaten/kota
digunakan untuk percepatan atau
akselerasi pembangunan Desa.e. hibah dan sumbangan dari pihakketiga yang tidak mengikat.
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “sumbangan
dari pihak ketiga” dapat berbentuk
hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-
lain sumbangan serta pemberian
sumbangan dimaksud tidak
mengurangi kewajiban pihak
penyumbang.
Yang dimaksud dengan “wakaf”
dalam ketentuan ini adalah
perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah.Sumber pendapatan yang berasal daripendapatan asli desa sebagai sumberpembiayaan atas penyelenggaraanpemerintahan desa seyogianya dapatmenunjukkan kemandirian desa sebagai unitpemerintahan yang otonom. Namunkenyataannya dalam struktur anggaranpendapatan dan belanja desa (APBDesa),porsi pendapatan asli desa masih selaluterlihat kontribusi yang kecil terhadappendapatan desa secara keseluruhan. Hal initentunya berdampak terhadappenyelenggaraan pemerintahan desa untukmencapai tujuan mensejahterakanmasyarakat.Urgensi sumber pendapatan asli desadalam membiayai penyelenggaraanpemerintahan desa dan yang menjadipermasalahannya adalah bagaimana upayayang dilakukan oleh pemerintah desa dalammenggali dan meningkatkan sumberpendapatan asli desa agar dapat menunjangpelaksanaan pembangunan desa danbagaimana menggali kontribusi pendapatanasli desa dalam menunjang penyelenggaraanpemerintahan desa. Untuk itu diperlukanfokus terhadap upaya peningkatanpendapatan desa dapat dilakukan antaralain: 1) potensi sumber pendapatan asli desayang meliputi; hasil kekayaan desa, hasilswadaya dan partisipasi masyarakat, hasildari gotong royong masyarakat desa,pungutan desa dan lain-lain dari usaha desayang sah; 2) upaya yang dilakukan dalammeningkatkan sumber pendapatan asli desakhususnya meliputi; penyuluhan tentangsumber pendapatan asli desa, pembinaanusaha ekonomi desa, pungutan ataspelayanan surat-menyurat, peningkatansarana/prasarana kerja, peningkatankualitas aparat pemerintah desa danmelakukan pengawasan; 3) sumberpendapatan asli desa dalam menunjangpelaksanaan pembangunan desa yangmeliputi: pembangunan yang bersumberdari pendapatan asli desa dan bantuanpemerintah pusat (bantuan pembangunandesa) dan perbandingan antara danapendapatan asli desa dengan dana bantuan
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pemerintah kabupaten (dana perimbangankeuangan pemerintah kabupaten dan desa),dan ; 4) faktor-faktor yang mempengaruhipemerintah desa dalam meningkatkanpendapatan asli desa (PADes).Berdasarkan uraian di atas, makadapat digambarkan kerangka pemikiranKajian Penggalian Potensi dan PeningkatanPendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadausebagaimana gambar berikut :Gambar 1.Kerangka Berpikir

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIANHasil akhir dari kegiatan ini adalahtersusunnya laporan/dokumen sebagai hasilkajian akademik dalam rangka penyusunankebijakan Alokasi Dana Desa terkait dengantujuan umum pelaksanaan kebijakantersebut. Rekomendasi yang dihasilkandapat dimanfaatkan sebagai bahan acuanbagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadauuntuk pelaksanaan kebijakan Alokasi DanaDesa. Adapun secara khusus tujuan kegiatanini adalah :1. Mengkaji potensi sektor-sektor ekonomidesa, kekayaan desa, swadaya,partisipasi, gotong royong dan pelayanankepada masyarakat untuk menciptakanpendapatan asli desa;2. Mengidentifikasi pola–pola kegiatanusaha desa, pengelolaan kekayaan desa,swadaya, partisipasi, gotong royong danpelayanan kepada masyarakat yangdapat menimbulkan penerimaan bagipendapatan desa;3. memfasilitasi Pemerintahan Desa dalampembentukan organisasi pelaksanaUsaha Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa,

dan Kegiatan Pelayanan KepadaMasyarakat;4. mempasilitasi Pemerintahan Desa dalammenyusun Peraturan Desa yangmengatur tentang Pendapatan Asli Desadan Peraturan Desa yang mengaturtentang Pengeloaan kekayaan desamaupun peraturan pelaksanaannya.
METODOLOGIKajian penggalian potensi danpeningkatan sumber pendapatan asli desa inimerupakan penelitian kualitatif denganpendekatan deduktif dengan menggunakanmetode eksploratif. Penelitian kualitatifadalah metode penelitian yang digunakanuntuk meneliti pada kondisi obyek yangalamiah, (sebagai lawannya adalaheksperimen) dimana peneliti adalah sebagaiinstrumen kunci dan hasil kajian lebihmenekankan makna dari pada generalisasi(Sugiono, 2005:1). Sedangkan metodeeksploratif adalah metode penelitian yangdimaksudkan untuk mengkaji lebih dalamterhadap fenomena-fenomena yangditemukan di lapangan.Dalam kajian kualitatif ini, sampelsumber data dipilih secara purposive
sampling. Purposive sampling ialah tekniksampling yang digunakan peneliti jikapeneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalampengambilan sampelnya atau penentuansampel untuk tujuan tertentu (Riduwan,2005:65). Menurut Sugiono (2005:53)
purposive sampling adalah teknikpengambilan sampel sumber data denganpertimbangan tertentu. Sampel ditentukanadalah masing-masing 1 (satu) desa padasetiap kecamatan yang ada di KabupatenSekadau sebagai pilot project.Data yang diperlukan dalam kajian iniadalah data kuantitatif dan kualitatif yangdidasarkan atas variabel pengembanganotonomi desa yang merupakan fokuspengamatan yang dibedakan utamanyaberupa data sekunder. Data Sekunderdiperoleh dari beberapa sumber, baik yangtersedia di Kabupaten, Kecamatan serta Desadan instansi lain yang mempunyaiinformasinya berkaitan dengan topik kajianini. Data sekunder ini diperoleh dengankajian terhadap dokumen, laporan, danbahan lainnya.

Sumber-sumberPADesa

UU No. 32Thn. 2004
PP. No. 72Thn. 2005Jo.Permendagri No. 37 Thn.2007KajianPenggalianPotensi danPeningkatanPADesa

KebijakanDaerahTtg.Pendapatan Desa
KapasitasKeuanganDesa PenyelenggaraanPemerintah Desa

KesejahteraanMasy.
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Adapun teknik pengumpulan data yangdipilih dalam kajian ini utamanya adalahstudi dokumentasi. Studidokumentasidilakukan dengan caramengumpukan data dengan mempelajari,menelaah dan menganalisa literatur,dokumen, peraturan serta referensi lainnyayang erat kaitannya dengan masalah yangditeliti. Teknik yang digunakan dalammelaksanakan kajian adalah sebagai berikut:a) Pemrosesan Tahap PertamaPengolahan data dimulai denganmenelaah data yang telah terkumpulsebagian dari berbagai sumber yaituberupa data hasil pengamatan,wawancara, studi kepustakaan, dan arsipdan memilihnya untuk menemukan datayang diperlukan. Kemudian darisebagian  data yang telah ditelaah darimasing-masing sumber itu dibuatabstraksi berupa rangkuman inti,selanjutnya dianalisis secara konsistendan berulang-ulang. Selama analisistahap pertama ini tidak melakukanobservasi atau interviu. Selanjutnyasetelah selesai penulisan atau analisispertama kemudian melakukan observasiatau interviu berikutnya dengan lebihterfokus, menyempit dan mendalampada masalah kajian.b) Klarifikasi DataKlarifikasi data dikelompokan atas dasarfikiran, intuisi, dan pendapat.Selanjutnya menempatkan data padakategori masing-masing. Metode yangdigunakan adalah dalam analisis yaitudengan menggunakan metodeperbandingan dari data yang diperolehdari sumber informan dan dokumentasi.Dalam pengujian keabsahan datadilakukan dengan teknik triangulasi yaitu
chek, rechek dan cross chek terhadap datayang diperoleh (Bogdan dan Biklen dalamSudarwan, 2002: 192). Triangulasimerupakan teknik pemeriksaan yangmemanfaatkan sesuatu yang lain diluar datayaitu untuk keperluan pengecekan sebagaipembanding data. Triangulasi dapatdilakukan dengan meminta masukan, saran,kritik dan komentar dari peneliti ataupengamat lain untuk mengidentifikasiancaman terhadap validitas, bias dan asumsipeneliti serta kelemahan-kelemahan logikakajian yang sedang dilakukan.

Teknik triangulasi yang digunakanadalah teknik pemeriksaan yangmemanfaaatkan penggunaan sumber(pengamatan, wawancara, studi kepustakaandan arsip. Triangulasi dengan sumber berartimembandingakan dan mengecek balikderajat kepercayaaan suatu informan yangdiperoleh melalui waktu dan alat yangberbeda dalam metode kualitatif. hal inidicapai dengan jalan:1. aktivitas yang dapat mempertinggipeluang mendapatkan kajian yangkredibel;2. olah otak secara intensif dengan sejawat;3. analisis kasus negatif;4. ketepatan rujukan;5. pengecekan ke responden.
HASIL PENELITIANUntuk mengetahui pendapatmasyarakat desa terkait peningkatanpendapatan asli desa, maka dilaksanakanpengumpulan data dari kuesioner yangdiberikan kepada masyarakat 4 (empat) desayang menjadi lokasi kajian. Masing-masingdesa diberikan 30 kuesioner yang memuat10 pertanyaan berkaitan denganpeningkatan pendapatan asli desa. Dari 120kuesioner yang disebar tersebut, ternyata 40kuesioner belum kembali (25%). Dari 75%kuesioner yang terkumpul kemudiandihitung frekwensi jawaban respondenterhadap 10 pertanyaan yang diberikan.Tabel 1. Sumber Pendapatan Asli Desa SaatIni Sudah Mencukupi Untuk MendukungPenyelenggaraan Pemerintahan Desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 12 15,002 Setuju 19 23,753 Tidak Ada Pendapat Setuju 3 3,754 Tidak Setuju 40 50,005 Sangat Tidak Setuju 6 7,50

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan “Sumberpendapatan asli desa saat ini sudahmencukupi untuk mendukungpenyelenggaraan pemerintahan desa” bahwayang menyatakan sangat setuju sebanyak 12orang (15,00%), setuju sebanyak 19 orang(23,75,62%), tidak ada pendapat sebanyak 3orang (3,75), tidak setuju 40 orang(50,00%), dan sangat tidak setuju 6 orang
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(7,50%). Dengan demikian, mayoritasresponden menyatakan tidak setujuterhadap pernyataan tersebut. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam diagram berikutini.
Diagram: Sumber Pendapatan Asli Desa Saat IniSudah Mencukupi Untuk MendukungPenyelenggaraan Pemerintahan DesaBerikut ini disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah dana alokasi desa sudah mencukupiuntuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan desa.Tabel 2. Alokasi Dana Desa Sudah MencukupiUntuk Mendukung PenyelenggaraanPemerintahan Desa

No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 16 20,002 Setuju 28 35,003 Tidak Ada Pendapat Setuju 8 10,004 Tidak Setuju 22 27,005 Sangat Tidak Setuju 6 7,50
Jumlah 80 100

Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan “alokasidana desa desa saat ini sudah mencukupiuntuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan desa” bahwa yangmenyatakan sangat setuju sebanyak 16orang (20,00%), setuju sebanyak 28 orang(35,00%), tidak ada pendapat sebanyak 8orang (10,00), tidak setuju 22 orang(27,50%), dan sangat tidak setuju 6 orang(7,50%). Dengan demikian, mayoritasresponden menyatakan setuju terhadappernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat dalam diagram berikut ini.
Diagram: Alokasi Dana Desa Saat Ini SudahMencukupi Untuk MendukungPenyelenggaraan Pemerintahan DesaLebih lanjut disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah pendapatan desa yang berasal darisumbangan dan hibah sudah cukup

membantu menutupi kekuranganpembiayaan penyelenggaraan pemerintahandesa.Tabel 3. Pendapatan Desa Yang Berasal DariSumbangan dan Hibah Sudah CukupMembantu Menutupi KekuranganPembiayaan Penyelenggaraan PemerintahanDesa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 13 16,252 Setuju 35 43,753 Tidak Ada Pendapat Setuju 13 17,254 Tidak Setuju 15 18,755 Sangat Tidak Setuju 4 5,00

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan“pendapatan desa yang berasal darisumbangan dan hibah sudah cukupmembantu menutupi kekuranganpembiayaan penyelenggaraan pemerintahandesa” bahwa yang menyatakan sangat setujusebanyak 13 orang (16,25%), setujusebanyak 35 orang (43,75%), tidak adapendapat sebanyak 13 orang (16,25), tidaksetuju 15 orang (18,75%), dan sangat tidaksetuju 4 orang (5,00%). Dengan demikian,mayoritas responden menyatakan setujuterhadap pernyataan tersebut. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam diagram berikutini.
Diagram: Pendapatan Desa Yang Berasal DariSumbangan Dan Hibah Sudah CukupMembantu Menutupi KekuranganPembiayaan PenyelenggaraanPemerintahan Desa.Lebih lanjut disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah terdapat sumber pendapatan aslidesa yang dapat dikembangkan untukmenambah pendapatan desa.
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Tabel 4. Terdapat Sumber Pendapatan AsliDesa yang Dapat Dikembangkan UntukMenambah Pendapatan Desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 7 8,752 Setuju 7 8,753 Tidak Ada Pendapat Setuju 1 1,254 Tidak etuju 2 36,255 Sangat Tidak Setuju 36 45,00

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan “terdapatsumber pendapatan asli desa yang dapatdikembangkan untuk menambahpendapatan desa” bahwa yang menyatakansangat setuju sebanyak 7 orang (8,75%),setuju sebanyak 7 orang (8,75%), tidak adapendapat sebanyak 1 orang (1,25), tidaksetuju 29 orang (36,25%), dan sangat tidaksetuju 36 orang (45,00%). Dengan demikian,mayoritas responden menyatakan sangattidak setuju terhadap pernyataan tersebut.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalamdiagram berikut ini.

Diagram: Terdapat Sumber Pendapatan Asli DesaYang Dapat Dikembangkan UntukMenambah Pendapatan DesaBerikut ini disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah pemerintah desa telah melakukanupaya yang keras untuk meningkaatkanpendapatan asli desa.Tabel 5. Pemerintah Desa Telah MelakukanUpaya Yang Keras Untuk MeningkatkanPendapatan Asli Desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 8 10,002 Setuju 7 8,753 Tidak Ada Pendapat Setuju 2 2,504 Tidak Setuju 24 30,005 Sangat Tidak Setuju 39 48,75

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan“pemerintah desa telah melakukan upayayang keras untuk meningkatkan pendapatanasli desa” bahwa yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 8 orang (10,00%), setuju

sebanyak 7 orang (8,75%), tidak adapendapat sebanyak 2 orang (2,50), tidaksetuju 24 orang (30,00%), dan sangat tidaksetuju 39 orang (48,75%). Dengan demikian,mayoritas responden menyatakan sangattidak setuju terhadap pernyataan tersebut.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalamdiagram berikut ini.

Diagram: Pemerintah Desa Telah MelakukanUpaya Yang Keras Untuk MeningkaatkanPendapatan Asli DesaLebih lanjut disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah dana alokasi desa sudah mencukupiuntuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan desa.Tabel 6. Pemerintah Desa TelahMempertanggungjawabkan PengelolaanKeuangan Khususnya Yang Berasal DariPendapatan Asli Desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 11 13,752 Setuju 21 26,253 Tidak Ada Pendapat Setuju 4 5,004 Tidak Setuju 24 30,005 Sangat Tidak Setuju 20 25,00

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan“pemerintah desa telahmempertanggungjawabkan pengelolaankeuangan khususnya yang berasal daripendapatan asli desa” bahwa yangmenyatakan sangat setuju sebanyak 11orang (13,75%), setuju sebanyak 21 orang(26,25%), tidak ada pendapat sebanyak 4orang (5,00%), tidak setuju 24 orang(30,00%), dan sangat tidak setuju 20 orang(25,00%). Dengan demikian, mayoritasresponden menyatakan tidak setujuterhadap pernyataan tersebut. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam diagram berikutini.
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Diagram: Pemerintah Desa TelahMempertanggungjawabkan PengelolaanKeuangan Khususnya Yang Berasal DariPendapatan Asli DesaBerikut ini disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah pemerintah desa cukup memilikikemampuan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa.Tabel 7. Pemerintah Desa Cukup MemilikiKemampuan Untuk Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 13 16,252 Setuju 14 17,503 Tidak Ada Pendapat Setuju 4 5,004 Tidak Setuju 35 43,755 Sangat Tidak Setuju 14 17,50

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan“pemerintah desa cukup memilikikemampuan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa” bahwa yangmenyatakan sangat setuju sebanyak 13orang (16,25%), setuju sebanyak 14 orang(17,50%), tidak ada pendapat sebanyak 4orang (5,00%), tidak setuju 35 orang(43,75%), dan sangat tidak setuju 14 orang(17,50%). Dengan demikian, mayoritasresponden menyatakan tidak setujuterhadap pernyataan tersebut. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam diagram berikutini.

Diagram : Pemerintah Desa Cukup MemilikiKemampuan Untuk Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Asli DesaSelanjutnya disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah Lembaga kemasyarakatan desaseperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW,selama selalu dilibatkan dalam pengelolaansumber-sumber pendapatan asli desa.

Tabel 8. Lembaga kemasyarakatan desaseperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW,selama selalu dilibatkan dalam pengelolaansumber-sumber pendapatan asli desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 12 15,002 Setuju 19 23,753 Tidak Ada Pendapat Setuju 6 7,504 Tidak Setuju 23 28,755 Sangat Tidak Setuju 20 25,00

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan “Lembagakemasyarakatan desa seperti LPMD, KarangTaruna, RT/RW, selama selalu dilibatkandalam pengelolaan sumber-sumberpendapatan asli desa” bahwa yangmenyatakan sangat setuju sebanyak 12orang (15,00%), setuju sebanyak 19 orang(23,75,62%), tidak ada pendapat sebanyak 6orang (7,50%), tidak setuju 23 orang(28,75%), dan sangat tidak setuju 20 orang(25,00%). Dengan demikian, mayoritasresponden menyatakan tidak setujuterhadap pernyataan tersebut. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam diagram berikutini.

Diagram: Lembaga kemasyarakatan desa sepertiLPMD, Karang Taruna, RT/RW, selamaselalu dilibatkan dalam pengelolaansumber-sumber pendapatan asli desaBerikut ini disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah kebijakan pemerintah kabupatensudah cukup mendukung peningkatansumber-sumber pendapatan asli desa.Tabel 9. Kebijakan Pemerintah KabupatenSudah Cukup Mendukung PeningkatanSumber-Sumber Pendapatan Asli Desa
No Kategori Jawaban F %1 Sangat Setuju 9 11,252 Setuju 32 40,003 Tidak Ada Pendapat Setuju 5 6,254 Tidak Setuju 29 36,255 Sangat Tidak Setuju 5 6,25

Jumlah 80 100
Sumber: Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan “Kebijakan
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Pemerintah Kabupaten Sudah CukupMendukung Peningkatan Sumber-SumberPendapatan Asli Desa” bahwa yangmenyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang(11,25%), setuju sebanyak 32 orang(40,00%), tidak ada pendapat sebanyak 5orang (6,25%), tidak setuju 29 orang(36,25%), dan sangat tidak setuju 5 orang(6,25%). Dengan demikian, mayoritasresponden menyatakan setuju terhadappernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat dalam diagram berikut ini.

Diagram: Kebijakan Pemerintah KabupatenSudah Cukup Mendukung PeningkatanSumber-Sumber Pendapatan Asli DesaSelanjutnya disajikan rekapitulasijawaban responden untuk pertanyaanapakah pemerintah kabupaten selama inisecara aktif memberikan bimbingan dansupervisi bagi peningkatan sumberpendapatan asli desa.Tabel 10. Pemerintah Kabupaten Selama IniSecara Aktif Memberikan Bimbingan DanSupervisi Bagi Peningkatan SumberPendapatan Asli Desa
No Kategori Jawaban f %1 Sangat Setuju 8 10,002 Setuju 33 41,253 Tidak Ada Pendapat Setuju 3 3,754 Tidak Setuju 24 30,005 Sangat Tidak Setuju 12 15,00

Jumlah 80 100
Sumber : Pengolahan DataBerdasarkan tabel di atas, jawabanresponden terhadap pernyataan“Pemerintah Kabupaten Selama Ini SecaraAktif Memberikan Bimbingan Dan SupervisiBagi Peningkatan Sumber Pendapatan AsliDesa” bahwa yang menyatakan sangat setujusebanyak 8 orang (10,00%), setuju sebanyak33 orang (41,25%), tidak ada pendapatsebanyak 3 orang (3,75), tidak setuju 24orang (30,00%), dan sangat tidak setuju 12orang (15,00%). Dengan demikian,mayoritas responden menyatakan setujuterhadap pernyataan tersebut. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam diagram berikutini.

Diagram : Pemerintah Kabupaten Selama IniSecara Aktif Memberikan Bimbingan DanSupervisi Bagi Peningkatan SumberPendapatan Asli DesaBerdasarkan hasil perhitunganterhadap 10 (sepuluh) pertanyaan darijawaban 80 responden pada 4 (empat) desayang menjadi obyek kajian, maka secarakeseluruhan dapat dilihat rekapitulasijawaban responden sebagaimana tabelberikut.Tabel 11. Rekapitulasi Jawaban Respondententang Peningkatan Pendapatan Asli Desa
No. Pernyataan-pernyataan

Skor rata-
rata1 Sumber PADesa saat ini sudah mencukupiuntuk mendukung penyele nggaraanpemerintahan desa 3,113

2 Alokasi dana desa sudah mencukupi untukmendukung penyele nggaraanpemerintahan desa 2,675
3 Pendapatan desa yang berasal darisumbangan dana hibah sudah dukupmembantu menutupi kekuranganpembiayaan penyele nggaraanpemerintahan desa

2,513
4 Terdapat sumber pendapatan asli desa yangdapat dikembangkan untuk meningkatkanPAdesa 4,000
5 Pemerintah desa telah melakukan upayayang keras untuk meningkatkan pendapatandesa 3,988
6 Pemerintah desa telahmempertanggungjawabkan pengelolaankeuangan khususnya yang berasal dariPADesa

3,250
7 Pemerintah desa cukup memiliki kemapuanuntuk mengelola sumber-sumber PADesa 3,2888 Lembaga kemasyarakatan desa sepertiLPMD, karang taruna, RT/RW, selama selaludilibatkab dalam pengelolaan sumber-sumber PADesa

3,250
9 Kebijakan pemerintah kabupaten seudahcukup mendukung peningkatan sumber-sumber PADesa 2,863

10 Pemerintah kabupaten selama ini secaraaktif memberikan bimbingan dan supervisebagi peningkatan sumber-sumber PADesa 2,963
Rata-rata 3,19

Upaya Peningkatan Sumber Pendaptan
Asli DesaSumber Pendapatan Asli di DesaSeberang Kapuas, Desa Pantok, Desa BelitangSatu dan Desa Cenayan secara umum belumdioptimalkan dan sampai saat ini belumdimasukkan dalam APBDes, dimanapemanfaatannya belum didasarkan padaperaturan perundangan. Pemerintah
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Kabupaten Sekadau perlu mefasilitasi agarPendapatan Asli Desa ini dapat dijadikanpendapatan yang seharusnya masuk dalamAPBDes, sehingga Pemerintah desa dalammemanfaatkan PADesa dapat diketahuisecara transparan oleh masyarakat danberdasarkan hukum yang berlaku, sertamengurangi pemanfaatan yang dapatmenimbulkan  penyalahgunaan olehPemerintah Desa.Tabel 12. Kontriusi PADesa terhadapAPBDesa
No. Desa

Total
Pendapatan

APBDesa

PADes
(Rp)

Kontribu
si PADes

(%)1. SeberangKapuas2. BelitangSatu 314.913.898 60.000.000 19,053. Pantok 302.901.683 - 04. Cenayan
Sumber : pengolahan dataBerdasarkan ketentuan UU No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,sumber pendapatan desa terdiri dari:a. pendapatan asli desa;b. bagi hasil pajak daerah dan retribusidaerah;c. bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yangditerima oleh pemerintah kabupaten;d. bantuan keuangan dari pemerintah,pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten; dane. hibah dan sumbangan dari pihak lainyang tidak mengikat.Pendapatan asli desa sebagai salahsatu jenis sumber pendapatan desa adalahsemua pendapatan yang diterimapemerintah desa dan bersumber dari potensidesa. Pendapatan asli desa terssebut terdiriatas:a. hasil usaha desa;Hasil usaha desa adalah pendapatan yangdiperoleh desa sesuai dengan usaha yangdimiliki desa. Usaha desa tersebutmisalnya usaha simpan pinjam, usahalistrik desa dengan pemanfaatanpembangkit listrik (air/mikro hidro,diesel, dsb), pipanisasi air bersih, danlain-lain. Usaha desa tersebut dapatdikelola sendiri oleh Pemerintah Desa,dapat pula dibentuk Badan Usaha MilikiDesa (BUMDES). Laba dari BUMDESmenjadi pendapatan asli desa yang

dicatat sebagai pendapatan dalamAPBDesa.b. hasil kekayaan desa;Hasil kekayaan desa adalah pendapatanyang dihasilkan dari pemanfaatankekayaan milik desa yang meliputi:1) tanah kas desa;2) pasar desa;3) pasar hewan;4) bangunan desa; dan5) lain-lain kekayaan milik desa, antaralain :a) barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBDesa;b) barang yang berasal dariperolehan lainnya dan/ataulembaga dari pihak lain;c) barang yang diperoleh darihibah/sumbangan atau yangsejenisnya;d) barang yang diperoleh sebagaipelaksanaan dariperjanjian/kontrak dan lain-lainsesuai dengan peraturanperundang-undangan yangberlaku;e) hak desa dari dana perimbangan,pajak daerah dan retribusidaerah;f) hibah dari pemerintah,pemerintah provinsi, dan ataupemerintah kabupaten/kota;g) hibah dari pihak ketiga yang sahdan tidak mengikat; danh) hasil kerjasama desa.c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;Hasil swadaya dan partisipasi masyarakatadalah pendapatan desa yang dihasilkandari kemampuan suatu kelompokmasyarakat dengan kesadaran daninisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangkapendek maupun jangka panjang yangdirasakan dalam kelompok masyarakat.d. hasil gotong-royong masyarakat;Hasil gotong royong masyarakat adalahpendapatan desa yang dihasilkan karenaadanya kerjasama yang spontan maupunterencana dan sudah melembaga sertamengandung unsur-unsur timbal balikyang bersifat sukarela antara warga desadan/atau antara warga desa denganpemerintah desa untuk memenuhikebutuhan yang insidentil maupun
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berkelangsungan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan bersamabaik material maupun spiritual.e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.Lain-lain pendapatan asli desa yang sahadalah pendapatan desa yang tidaktermasuk dalam jenis hasil usaha desa,hasil kekayaan desa, hasil swadaya danpartisipasi masyarakat, dan hasil gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi:1) pendapatan bunga;2) penerimaan komisi, potonganataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan dan/atau pengadaanbarang dan/atau jasa oleh desa;3) hasil pelepasan tanah kas desa yangberupa uang yang belum dibelikantanah penggantinya pada tahunberjalan; dan4) pendapatan denda atasketerlambatan pelaksanaanpekerjaan.Pada 4 (empat) desa yang menjadiobyek kajian, dapat dirinci bahwa terdapatpotensi desa dan kekayaan desa yang telahdiusahakan maupun belum diusahakan.Potensi desa dan kekeyaaan desa yang telahdiusahakan telah menjadi sumberpendapatan asli desa dan menjadi sumberpenerimaan di dalam APBDesa. Potensipendapatan asli desa tersebut dapat dirincisebagai berikut :

Tabel 13. Potensi Pendapatan Asli Desa
No. Desa Jenis Potensi

Desa Ket. Kontribus
i PADesa1 SeberangKapuas Tanah kas desa Belumdikelola -Tanah ulayatyangdikerjasamakan dengan pihakketiga

Belum jelaspolakerjasama -
Jasa tambatanperahu(dermaga) Sudahdikelola Rp. 6,75 jtper bulanKios pasar SudahdikelolaJasa listrik Sudahdikelola Rp. 1,5 jtper bulanPasir Sudahdikelola2 Belitang Satu Tanah kas desa Sudahdikelola Rp. 60 jtper bulanTanah ulayatyangdikerjasamakan dengan pihakketiga

Belum jelaspolakerjasama -
3 Pantok Pipanisasi airbersih Belumdikelola -obyek wisataalam sungai Belumdikelola -Kerjainan tangan Belumdikelola -4 Cenayan PLTMH Belumdikelola -Hasil pertaniandanperkebunan Belumdikelola -

Sumber : Hasil penelitianUntuk mengoptimalkan potensi dankekayaan desa menjadi sumber pendapatanasli desa, perlu penetapan kebijakan yangmenjadi pedoman dan dasar bagiPemerintah Desa. Sesuai dengan ketentuanPasal 78 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,maka setiap daerah harus membuat Perdatentang sumber pendapatan desa. Namunsaat ini Pemerintah Kabupaten Sekadaubelum menetapkan Peraturan Daerahtentang Sumber Pendapatan Desa. Lebihlanjut sesuai dengan ketentuan PermendagriNo. 29 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa,Desa harus membuat peraturan desa tentangpungutan desa yang dibuat bersama antaraPemerintah Desa dengan BadanPermusyawaratan Desa. Beberpa desa diKabupaten Sekadau telah berinisiatif untukmembuat Peraturan Desa. Namun karenabelum adanya Peraturan Daerah tentangSumber Pendapatan Desa serta petunjukteknis sebagai pedoamn penyusunanperaturan desa tentang pungutan desa, makaperaturan desa sampai saat ini masih
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dievaluasi oleh Pemerintah KabupatenSekadau.Untuk itu disarankan agar PemerintahKabupaten Sekadau segera menetapkanPeraturan Daerah tentang SumberPendapatan Desa serta pedomanpenyusunan Peraturan Desa tentangPungutan Desa. Rancangan Perda tentangSumber Pendapatan Desa antara lainmemuat tentang:a. sumber pendapatan;b. jenis pendapatan;c. rincian bagi hasil pajak dan retribusidaerah;d. bagian dana perimbangan;e. persentase dana alokasi desa;f. hibah;g. sumbangan;h. kekayaan.Adapun rancangan Perdes tentangPungutan Desa antara lain memuat tentang :a. Jenis dan besaran pungutan desa;b. Kewenangan pelaksanaan pungutandesa;c. Pengurusan dan pengelolaan; dand. Pertanggung jawaban.Jenis-jenis pungutan desa tersebutdisesuaikan dengan pungutan yangpotensinya ada di desa, misalnya :a) Pungutan Desa yang berasal dari iuranatau urunan sesuai dengan matapencaharian masyarakat desaberdasarkan kemampuan ekonomi,terdiri dari:1) Iuran dana pembangunan desa;2) Iuran pedagang keliling luar desa;3) Iuran pedagang kayu olahanlokal/batang4) Dan lain-lain.b) Pungutan yang berasal dari biayaadministrasi pelayanan umumpemerintah desa, terdiri dari :1) Biaya ganti cetak blanko;2) Biaya legalisasi.3) Dan lain-lain.c) Pungutan atas jasa/manfaat yangdisediakan desa yang berasal dari usahadesa, terdiri dari :1) Pungutan pemanfaatan tambatanperahu;2) Iuran atas pemanfaatan listrik desa;3) Iuran pipanisasi air bersih;4) Dan lain-lain.

d) Pungutan atas jasa/manfaat yang berasaldari pengelolaan kekayaan desa, terdiridari :1) Karcis/tiket masuk obyek wisatadesa;2) Sewa pemanfaatan bangunan desa;3) Sewa tanah kas desa;4) Sewa kursi plastik;5) Sewa sound system;6) Dan lain-lain.Dengan ditetapkannya jenis-jenispungutan desa dan besarannya tersebutakan mempertegas kewenangan PemerintahDesa untuk memungut pungutan sebagaisumber pendapatan asli, disampingmemperjelas sumber pendapatan desa yangdapat menunjang penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunandan pemberdayaan masyarakat di desa.
KESIMPULANBerdasarkan penjelasan pada bagiansebelumnya, dapat disimpulkan beberapahal sebagai berikut :1. Terdapat potensi pada Desa SeberangKapuas, Desa Belitang Satu, Desa Pantokdan Desa Cenayan yang belum dikelolasecara optimal sehingga belummemberikan kontribusi kepadaAPBDesa untuk menunjangpenyelenggaraan pemerintahan desa.Potensi tersebut antara lain di DesaSeberang Kapuas adalah pengelolaantanah kas desa dan tanah ulayat, jasatambatan perahu, persewaan kios pasar,jasa listrik, dan pengelolaan tambangpasir. Desa Belitang Satu antara lainmemiliki potensi pengelolaan tanah kasdesa dan tanah ulayat. Desa Pantokmemiliki potensi pendapatan daripipanisasi air bersih, pengelolaan obyekwisata sungai dan kerajinan tangan,serta kemungkinan pemanfaatan sungaiuntuk pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Mikro Hidro. Sedangkan DesaCenayan antara lain memiliki  potensipendapatan dari pengelolaan PLTMHserta hasil pertanian dan perkebunan.2. Belum adanya kebijakan tingkatkabupaten yang mengatur tentangsumber pendapatan desa dalam bentukPeraturan Daerah sebagaimana amanatPasal 72 Tahun 2005 tentang Desa. Disamping itu di tingkat desa juga belum
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ada peraturan desa yang mengaturtentang jenis dan besaran pungutandesa. Hal ini tersebut
SARAN1. Pemerintah Kabupaten Sekadau perlusegera menetapkan Peraturan Daerahtentang urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan desa. Penetapanuntuk memperjelas garis kewenangandesa sebagai dasar bagi desa untukmengelola potensi desa yang merekamiliki.2. Di samping itu pemerintah KabupatenSekadau juga perlu segera menetapkanPeraturan Daerah tentang sumberpendapatan desa serta pedomanpenyusunan peraturan desa tentangpungutan desa. Hal tersebutdimaksudkan untuk memberikanlandasan bagi pemerintah desa dalammelaksanakan kewenangannya dibidang pengelolaan pendapatantermasuk pendapatan asli desa. Denganadanya kebijakan tingkat kabupatenyang memberikan pedoman bagipengelolaan  pendapatan asli desa,diharapkan akan berdampak langsungbagi peningkatan pendapatan desauntuk menunjang penyelenggaraanpemerintahan desa.
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